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PELAKSANAAN TRANSAKS重NON TUNAI
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BUPAT賞LINGGA,

Mehi血bang　　: a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalan

Negeri Repub劇をIndonesia Nomor : 9 1O/ 1867/Su tangga1

17　Ap血　2017　tentang Implementasi Transaksi Non

Tunai pada pemerintah Kabupaten / Kota;

b. bahwa berdasarkan per血nbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a diatas pe血u diatur dan

ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Hngkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga;

Mengingat　: 1.蓋鵠豊遣芸y霊謀嵩d霊。b誓慧

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 No皿Or 75’Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1) ;

2・ Undang-Undang Nomor 17　Tahun　2003　tentang

Keuangan Negara (Lemban弧Negara Republik Indonesia

Tahun 20O3　Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286) ;

.3. Undang-Undang Nomor　31 Tahun　2OO3　tentang

Pembentukan Kabupaten Lingga di FTovinsi Kepulauan

Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor l Tahun　2004　tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repub拙く

Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15　Tahun　2OO4　tentang

Pemeriksaaan Pegelolaan dan Tanggun由awab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Repub岨k Indonesia Tahun

20O4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44OO) ;



6. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintah Daerah, Sebagai telah di ubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 1 5;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

RepubⅢc Indonesia Tahun 2005 Nomor 140’Tambahan

Lembaran Negara RepubⅢ記ndonesia Nomor 4578) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per如uran

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun

20 10 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dalam

Daerah.

Memperha也kan : Surat Edaran Menteri Dala皿Negeri Repu批k Indonesia

Nomor: 910/ 1867/2017　tentang Implementasi Transaksi

Non Tunai pada Daerah Kabupaten/Kota.

Menetaphan

ⅢE蘭U富USKAⅣ :

: P田RATURAN BUPAT重LINGGA TENTANG馴BL脚

TRANSAKS量NON TUNA重DI LENGKUNGAN PEMERENTAH

KABUPATEN I轟NGGA.

BA重量

K田TEN富UAN U蘭U蘭

Pas狐l

Dalam Peraturan Bupati i血yang dimaksud dengan :

1.　Daerah adalah Kabupaten Lingga;

2.　Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Iingga;

3.　Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lingga;

4. Organisasi Perangkat Daerah sela垂utnya disin如at OPD adalah Satuan KeIja

Perangkat Daerah Kabupaten Lingga;

5. Pegawai Negeri Sipil sela垂utnya disebut PNS adalah Calon Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yakni mereka yang telah memenuhi syarat-

ayarat yang diten血kan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

diangkat oleh p匂abat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sua調

jabatan Negeri atau diserahi Tugas Negara lainnya yang ditetapkan

berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan di g勾i menurut

peraturan perundang-undangan yang be血aku ;

6.　Transaksi Non Tunai adalah Pemindah bukuan sejumlah uang dari satu

pihak ke pihak yang lain tidak secara tunai;

7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang

dipimpirmya;

8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pQjabat yang diberi kuasa un血k

melaksanakan sebagian kewenangan penggしma anggaran dala皿

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD;



9.　Bendahara Pengeluaran adalah p匂abat fungsional yang ditur互uk mene血na,

menyimpan, membayarkan, menatauSahakan dan mempertanggun由abkan

uang untuk keperiuan belanja daerah dalam ran重来a pelaksanaan APBD pada

OPD;

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya di singiv DPA-OPD

adalah dokumen yang menmat pendapatan, belapja dan pembiayaan yang

digunakan sebagal dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;

11. Surat Perm王ntaan Pembayaran yang selaIもutrya di singkat SPP adalah

dokumen yang dite心itkan oleh pQjabat yang bertang糾ng jawab atas

Pelaksanaan ke垂atan/bendahara pengeluaran untuk meng萄ukan

Permintaan pembayaran;

12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen

yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD;

13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selaI事utnya disingkat SPM-LS

adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD kepada

Pihak ketiga;

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang sela亘iutnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbithan

oleh BUD berdasarkan SPM.

BABI重

蘭AKSUD DAN TUJUAN

P種sa12

(1) Melaksanakan Transaksi Non Tunai di∴Hnglmngan Pemerintah Daerah

Kabupaten Lingga;

(2) Meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan pembayaran

SeCara tunai pada masing-maSing Organisasi Perangkat Daerah ;

(3) Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, Pene血na hibah dan bantuan

sosial yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Organisasi Perangkat Daerah melalui mekanisme Non Tunai sesuai dengan

kondisi geogra血s kabupaten lingga;dan

(4) Menghimbau kepada pihak ketiga untuk membuka rekening pada Bank Riau

Kepri selaku Bank yang memegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah

Kabupaten Lingga;

BABI重I

TRANSAKS重NON TUNA重

職sa13

Transaksi Non Tunai adalah pemindahan s匂umlah uang dari satu pihak ke pihak

lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan

kartu (APMK) , Cek, bilyet givo, uang elektronik atau s匂enisnya.

p種s孤4

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di

L血gkungan Pemerintah Daerah Kabupaten轟ngga Me虹puti:



(1) Pembatasan transaksi pembayarm secara tunai sebagaimana di maksud

pada Pasa1 2 dengan batasan transaksi maksimum per巾ansaksi sebesar

Rp.1O.000.000,- (Sepuluh ruta rupiah) dan secara tunai kese山ruhan

disesuaikan dengan kondisi geogrg血s Kabupaten Lingga yang be血m

memungkinkan adanya mesin cash tunai serta jaringan intemet;

(2) Pelaksanaan Transaksi Non Tunal bagi Organisasi Perangkat Daerah di

sesuaikan dengan kondisi geogra血s serta j aringan intemet;

富種sa重5

Peraturan Bupati Lingga tentang Pelaksanaan Transaksi Non mnai di Lingkしmgan

Pemerintah Kabupaten Lingga pelaksanaamya bertahap dan dilaksanakan mulai

tanggal O2 Januari 2O18.

膿ABⅣ
満田ⅣU富町P

pasa1 6

Pera血ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan・

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan menempatkamya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Hngga

padatangga1 3 Januari 2018

詩語霊塁D慧慧乳8
SEKR田富AR賞S DA露RAH

KABUPA富EN LINGGA,

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA ThHUN 2O 18 NOMOR oら


